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P   E   N   E   T   A   P   A   N
NOMOR :  16/  G /  2010 /  PTUN-JKT.

    “DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  gugatan  Penggugat   te r t angga l  25 

Januar i  2010  d ida f t a r  d i  Kepani te raan  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  tangga l 27  Januar i  2010 d i  bawah 

reg i s t e r   Nomor  :  16/G/2010 /PTUN- JKT. ,  yang  d ia j ukan  

oleh  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AMIRUDDIN  ANWAR, Kewarganegaraan  Indones ia ,  bera lamat  di  

Aleca l impo  Bara t ,  RT.  001/RW.  002,  

Kelu rahan  Fakk ie ,  Kecamatan  Ti roang ,  

Kabupaten  Pinrang ,  Prop ins i  Sulawes i  

Sela tan ,  Peker jaan  :  Swasta ,  da lam  hal  

in i  d iwak i l i  kuasanya  :  MUHAMMAD RIDWAN,  

SH,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  

Advocat  dan  Konsu l t an  Hukum,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Sawi t t o  No.  71 Kabupaten  

Pinrang ,  Prop ins i  Sulawes i  Sela tan  

sementa ra  in i  berdomis i l i  d i  Ja lan  Raya 

Lenteng  Agung,  Lorong  Mushal l ah  I  No.  1,  

Kecamatan  Pasar  Minggu,  Jakar ta  Sela tan  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus ,  tangga l  

22  Januar i  2010  se lan ju t ny a  disebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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PENGGUGAT;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  L      A     W      A 

N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

MENTERI  DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ;  tempat  kedudukan  

di  Ja lan  Medan  Merdeka  Utara  No.  7,  

Jakar ta  Pusat ,  se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . …TERGUGAT ;

Hal  1 dar i  5  hal  Penetapan  Nomor  :  16/G/2010 /PTUN- JKT……
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GUBERNUR PROPINSI  SULAWESI SELATAN (DAHULU GUBERNUR KEPALA 

DAERAH  TINGKAT  I  PROPINSI  SULAWESI 

SELATAN)  ;  tempat  kedudukan  di  Ja lan  

Ur ipsumohar j o  No.  269,  Makassar ,  

se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. 

TURUT TERGUGAT I  ;

BUPATI  PINRANG ;  tempat  kedudukan  di  Ja lan  Bin tang  No.  1,  

Kabupaten  Pinrang ,  Prop ins i  Sulawes i  

Sela tan ,  se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….  TURUT 

TERGUGAT I I  ;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  gugatannya  te l ah  

memohon menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  te rhadap  keputusan  

Tergugat  ya i t u  :

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Republ ik  Indonesia  Nomor :  

853.88- 582 tanggal  16 Maret  1992 sebagai  t indak  lanju t  dar i  

Surat  Keputusan  Nomor  :  888/4072 /Kepeg  yang  di terb i t kan  

oleh  Turut  Tergugat  I  pada  tanggal  6  Nopember  1989  dan 

Surat  Bupat i  Pinrang  Nomor  :  811.3 /2 .200 /Kepeg  yang 

di terb i t kan  oleh  Turut  Tergugat  I I  pada tanggal  18 Agustus  

1986  yang  mengusulkan  agar  Penggugat  diberhent ikan  t idak  

dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Neger i  Sipi l  

(PNS)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasa l  62 ayat  (1 )  Undang-

Undang Nomor 5 tahun  1986 yang  te l ah  d iubah  te rakh i r  dengan  

Undang- Undang  Nomor 51 tahun  2009 ten tang  Perubahan  Kedua 

Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  Ketua  Pengad i l an  dalam  Rapat  
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Permusyawara tan   berwenang  menetapkan  bahwa gugatan  t i dak  

di t e r ima  atau  t i dak  berdasar  da lam ha l  d ipenuh i  keten tuan -

keten tuan  :  

Pokok  gugatan  te rsebu t  nyata - nyata  t i dak  te rmasuk  dalam 

wewenang  Pengad i l an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syara t - syara t  gugatan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  

56  t i dak  dipenuh i  o leh  Penggugat  seka l i pun  ia  te l ah  

dibe r i t a hu  dan d ipe r i nga t kan  ;  

Gugatan  te rsebu t  t i dak  didasarkan  pada  alasan- a lasan  

yang  layak  ;  - - - - - - -

Hal2   dar i  5  hal  Penetapan  Nomor  :  16/G/2010 /PTUN- JKT……
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Apa  yang  di tun tu t  da lam  gugatan  sudah  te rpenuh i  o leh  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

diguga t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Gugatan  dia j ukan  sebe lum  waktunya  atau  te l ah  lewat  

waktunya  ; - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa keten tuan  yang  d ia tu r  da lam Pasal  62  

ayat  (1 )  te rsebu t  adalah  bers i f a t  a l te r na t i f  o leh  karena  

i t u ,  apakah  gugatan  Penggugat  te rmasuk  dalam  keten tuan  

te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  guna  mempero leh  ke je l asan  mengenai  

keadaan- keadaan  yang  diungkapkan  Penggugat  da lam 

gugatannya ,  maka Pengad i l an  te l ah  memanggi l  p ihak  Penggugat  

dan  pihak  Tergugat  untuk  had i r  da lam  acara  Dismissa l  

Proses ,  d imana  Penggugat  Pr ins i pa l  dan  Kuasanya,  Kuasa  

Tergugat  dan  Kuasa  Turu t  Terguga t  I  had i r  sedangkan  Turu t  

Tergugat  I I  t i dak  had i r  ;  - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  tenggang  waktu  mengajukan  

gugatan  di  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  d ia tu r  da lam Pasa l  

55  Undang- Undang Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  te l ah  

diubah  te rakh i r   dengan  Undang- Undang Nomor  51 Tahun  2009,  

menyatakankan  bahwa,  “Gugatan  dapat  d ia jukan  hanya  dalam 

tenggang  waktu  sembi lan  puluh  har i  te rh i t ung  se jak  saat  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha Negara”  ; - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  pemer iksaan  Dismissa l  Proses  

dipe ro l eh  fak ta  hukum bahwa  Pet i kan  Sura t  Keputusan  yang  

menjad i  obyek  sengketa  aquo  te lah  di te r ima  Penggugat  pada  

5
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tangga l  5 Desember  1992 dan perkara  te rsebu t  d ida f t a r kan  di  

kepan i t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  pada  

tangga l  27 Januar i  2010,   dengan  demik ian  gugatan  Penggugat  

te lah  lewat  waktu  90 

har i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  gugatan  Penggugat  

te rmasuk  keten tuan  Pasa l  62 ayat  (1 )  huru f  e  Undang- Undang 

Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana   te l ah   d iubah   te rakh i r  

dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 

Hal  3  dar i  5  ha l  Penetapan  Nomor :  16/G/2010/PTUN- JKT……
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2009 ten tang  Perubahan  Kedua Atas  Undang- Undang No.  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  ya i t u  Penggugat  

mengajukan  gugatan  te lah  lewat  

waktu  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karenanya  gugatan  Pengugat  harus  

dinya takan  t i dak  di te r ima  dan  kepada  Penggugat  juga  

diwa j i bkan  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam 

sengketa  in i ,  yang  besarnya  akan  di ten tukan  pada  amar  di  

bawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  Pasal - Pasa l  dar i  Undang- Undang  Nomor 5 

Tahun  1986  yang  te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang 

Nomor  51 Tahun  2009 ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor 5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ser ta  pera tu ran  perudang- undangan  la i nnya  yang  

bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N E T A P K A N 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  di te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  sebesar  

Rp.  184.000 , -  (Sera tus  delapan  puluh  empat  r i bu  

rup iah )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Demik ian lah  di te t apkan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

pada har i :   Kamis ,  tangga l  18 Pebruar i  2010 o leh  kami  :  H.  

YODI  MARTONO WAHYUNADI,  SH. ,  MH, se laku  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  Jakar t a ,  Penetapan  te rsebu t  pada har i  i t u  

juga  diucapkan  dalam Rapat  Permusyawara tan  yang  d inya takan  

te rbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar ta  te rsebu t ,  dengan  diban tu  oleh  WAHIDIN,  S.H. ,  M.M.  

Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha   Negara   Jakar ta ,   dengan  

dihad i r i   Penggugat   Pr ins i pa l   dan Kuasanya,  

Hal  4 dar i  5  hal  Penetapan  Nomor  :  16/G/2010 /PTUN- JKT……
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa  Tergugat  dan  Kuasa  Turu t  Terguga t  I  tanpa  dihad i r i  

Turu t  Tergugat  I I  atau  kuasanya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      P  A  N  I  T  E  R  A,  

K E T U A,

             T.T .D .  

T.T .D .

  WAHIDIN,  S.H. ,  M.M. H.  YODI MARTONO WAHYUNADI,  S.H. ,M.H.

Rinc ian  b iaya  perkara  :

1. Pendaf ta ran  ……………………………..
Rp.   30.000 , 00

2. Panggi l an - pangg i l an  . .
…………………. Rp. 140.000 , 00

3. Matera i  Penetapan  
Dismissa l  ……….… Rp.     6.000 , 00

4. Redaks i  Penetapan  
Dismissa l  .……….. Rp.     5.000 , 00

5. Leges  Penetapan  Dismissa l  
.………….. Rp.     3.000 , 00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rp.   184.000 , 00

( Sera tus  delapan  puluh  empat  r i bu  

rup iah ) .  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal  5  dar i  5  ha l  Penetapan  Nomor :  16/G/2010/PTUN- JKT……
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